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ABSTRAK 

 

Negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala 

negara dan kepala pemerintahan. Presiden secara sosial diakui sebagai penguasa 

yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengeluarkan kebijakan, menyatakan 

perang, membina hubungan dengan Negara lain dan sebagainya. Presiden secara 

politis dan secara sosial menurut masyarakat Internasional merupakan representasi 

dari Bangsa Indonesia. Perlindungan hukum terhadap Presiden adalah pengaturan 

mengenai ancaman pidana yang berkenaan dengan kejahatan terhadap martabat 

Presiden (penghinaan terhadap Presiden) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 

134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP yang diatur dalam Bab II Buku Kedua 

KUHP . Di Indonesia sering kali ditemukan adanya kejahatan dunia maya 

khususnya mengenai tindak pidana penghinaan terhadap Kepala Negara atau 

Presiden, seperti yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur berinisial RJ 

atau S. Pemuda yang berusia 16 tahun itu diamankan di kediamannya di Jakarta 

Barat. RJ dikenai Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 UU ITE dengan ancaman 6 (enam) 

tahun penjara. Namun, RJ tidak ditahan karena ancaman hukumannya di bawah 7 

(tujuh) tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU SPPA.   

Penuntut Umum sebelum perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan, akan 

melaksanakan proses Diversi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 42 UU SPPA 

tersebut. Adapun isu hukum dari penelitiian ini adalah pertanggungjawaban pidana 

anak pelaku penghinaan terhadap Kepala Negara. Untuk menjawab isu hukum 

tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif 

dengan pendekatan perundang – undangan dan konesptual. Hasil penelitiannya 

adalah pertanggungjawaban pidana anak yang berhadapan dengan hukum harus 

berlandaskan prinsip – prinsip dalam penanganan perkara pidana anak yang 

berhadapan dengan hukum yaitu perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan 

hukum. Prinsip perlindungan bagi anak tersebut diwujudkan dalam hukum acara 

pidana anak yaitu pelaksanaan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum 

baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di 

pengadilan. Diversi ini merupakan suatu bentuk pengimplementasian prinsip 

keadilan restoratif. Pelaksanaan proses diversi pada beberapa perkara pidana anak 

yang yang berhadapan dengan hukum di atas tidak dilaksanakan oleh para penegak 

hukum di masing – masing tingkatan. 
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ABSTRACT 

The crime of child sexual intercourse is regulated in Article 76D of Law of the Republic of 

Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection which has been amended by 

Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law of 

the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The criminal 

threat is regulated in Article 81 paragraph (1) and paragraph (2) of the Republic of 

Indonesia Law Number 23 of 2002 with a minimum penalty of 3 (three) years, then amended 

in Article 81 paragraph (1) and (2) of the Republic of Indonesia Law No. . 17 of 2016 

concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2016 concerning 

the Second Amendment to the Republic of Indonesia Law No. 23 of 2002 concerning Child 

Protection became a law with a minimum penalty of 5 (five) years. Decision of the Supreme 

Court of the Republic of Indonesia No. 2230 K/Pid.Sus/2017 which contains the decision 

to impose a sentencing decision under a special minimum criminal threat so that this 

violates the Child Protection Law and the decision is contrary to the decision of the 

Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 735 K/Pid.Sus/2014 which handed down 

a sentence of punishment with a special minimum sentence. At SEMA No. 1 of 2017 number 

5 letter b allows to impose a sentencing decision under the minimum sentence, while if it is 

seen from the hierarchy of laws, it is known that SEMA is not included in the legislation. 

The results of this study indicate that the Ratio decidendi which decides the crime is below 

a special minimum in cases of sexual intercourse with a child, namely the defendant has 

married the victim but marriage does not necessarily solve the problem for the victim in the 

future and the marriage is carried out only to free the defendant from legal bondage, but 

after that the victim more neglected because it is not yet time to marry. Then, the existence 

of a criminal sentence below the minimum is clearly contrary to the principle of legality as 

referred to in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code, which means that every 

criminal sanction must have a legal regulation that stipulates beforehand, while the 

interpretation of the law that gives birth to legal findings by the judge it is not necessary if 

there are rules that are clearly and firmly regulated in the legislation. 

Keywords: Deviating the Specific Minimum Criminal Threat, the Crime of Sexual 

Intercourse Against Children 
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